
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 
2006-2026. 

c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam. huruf b, merupakan 
dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 
(dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2006 sampai 
dengan 2026, sesuai ketentuan · peraturan perundang 
undangan; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang 
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, diatur 
dengan Peraturan Daerah; 

Menimbang : a. bahwa agar kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan 
secara efektif, efisien dan tepat sasaran, maka diperlukan 
perencanaan pembangunan daerah; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATITAPANULITENGAH, 

.. 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2006 - 2026 

TENTANG 

' . 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI 'rENGAH 

NOMOR 2 TAHUN 2012 

I 

LEMBARAN DAERAH 
K.ABUPATENTAPANULITENGAH 

' 

., 



• 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik -Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RH.JP) Nasional Tahun 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Daerah Pusat dan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
12b, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten 
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1092); 

. ..,_. 
' ' 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2005; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

I 
21, Tam bahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 

I 
Nomor 481 7); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4339); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

7. 

j 
- 

;- 

8. 



,. Daerah Kabupaten Tapanuli 
RPJPD adalah dokumen 

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsib otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Tengah yang selanjutnya disingkat 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURA.N DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH KABUPAT~N TAPANULI TENGAH 
TAHUN 2006 - 2026. .: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAll KABUPATEN TAPANULI TENGAH 
dan 

BUPATITAPANULITENGAH 

Dengan Persetujuan Bersama 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 517). 

- ... 



RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah 
Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan 
yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah. 

Pasal 3 

(2} Rincian dari RPJPD Tahun 2006 - 2026, selanjutnya dimaksud pada 
ayat ( 1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

2006-2026 ( 1) Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 
dilaksanakan sesuai dengan RPJPD. 

Pasal 2 

BAB II 
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

perencanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk periode 
20 (dua· puluh) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli 
Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perericanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk periode 
5 (Hrna) tahun. 

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan pernbangunan daerah Kabupaten 
Tapanuli Tengah untuk periode 1 (satu) tahun. 1 , 

9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan y~ni_.diinginkan untuk 
dicapai pada akhir periode perencanaan. 

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan misi. 

11. Arab dan kebijakan pembangunan adalah sasaran arah dan tindakan 
yang diambil. oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan 
sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tapanuli Tengah, -- • 



.: 

_. ./ 

(3) Bila diperlukan, Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi 
pertengahan jalan (midtenn review) terhadap RPJPD Kabupaten 
Tapanuli Tengah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi 
sosial · ekonomi c;iaerah. 

(2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 6 
( 1) Pemerin tah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPJP Daerah. 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

. 
•• 

.. 
sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah . 

digunakan (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RKPD 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan 
dalam RKPD. 

menjadi pedoman 
misi, pentahapan 

RPJPD sebagaiman yang dimaksud pasal 2 
penyusunan RPJMD yang memuat visi, 
pembangunan daerah dan program Bupati. 

( 1) 

Pasal 5 

RPJPO Kabupaten Tapanuli Tengah mengacu pada RPJP Nasional dan 
RPJPD Provinsi Sumatera Utara. ; 

Pasal 4 -· 
I 



LE DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 2 TAHON 
20 2 SERIE 

-· 
I 

KABUPATEN TAPANULI TENG.AH 
-- 

Diundangkan di Pandan 
Pada tan 117.Pebruari 2012 

RAJA BONARAN SITUMEANG 

ttd 

BUPATI TAPANULI TENGAH 

Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal 17 Pebruari 2012 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Tapanuli Tengah. 

Pasal 8 

Pasal 7 
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

i 

• 

. • 
.. 

r> 



I. UMUM 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam 
sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka 
panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk 
memberikan .arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan 
daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah, 
maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun 
waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. 

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung I setiap periode lima 
tahunan juga menjadi pertimbangan utama peniingnya penyusunan 
rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan 
pentingnya rencana pembangunan dalam dirnensi jangka panjang, serta 
memenuhi ketetentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 1 
Undang-undang Nornor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, maka Pemerintah Kabupaten 
Tapanuli Tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPDJ untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Tapanuli Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten 
Tapanuli Tengah yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya 
Kabupaten Tapanuli Tengah dalam bentuk v1s11 misi dan arah 
pembangunan daerah untuk rnasa 20 tahun ke depan yang mencakup 
kurun waktu mulai dari tahun 2006 hingga tahun 2026. Pelaksanaan 
RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah terbagi dalam tahap-tahap 
perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan 
jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. 

T_ENTANG 
RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH 
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2006 - 2026 

PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

NOMOR 2 TAHUN 2012 

i 

. • 



11.PENJELASAN 

Pasal 
Cukup Jelas. 

Pasal 2 
Cukup Jelas. 

Pas al 3 
Cukup Jelas. 

Pasal 4 

Cukup Jelas. 
j 

- . 

untuk (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam 
pencapaian tujuan daerah; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi 
dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi 
pemerintah baik pusat maupun daerah; (c) menjamin keterkaitan dan 
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 
pengawasan; (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara 
efisien, efektif, berkeadlian dan berkelanjutan; dan (e) mengoptimalkan 
partisipasi masyarakat. 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJ PD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 - 2026. 

• 

I 

Tujuan yang ingin dlcapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 
tentang RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 - 2026 adalah 

Tengah. 

visi, rnisi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh 
. . 

rakyat, RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan 
tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan 
kerangka . ekonomi makro yang mencakup perekonomian secara 
menyeluruh termasuk arah kebijakan keuangan daerah serta program dan 
kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD) di 1Kabupaten Tapanuli 

RPJPD Ka~upaten Tapanuli Tengah digunakan sebagai pedoman 
• dalam menyusun RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah pada masing-rnasing 

tahapan dan periode RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 
2 TAHUN 2012 SERI E 

Pasal 5 
r:::·· Cukup Jelas. • I 

..! 
~ 

Pasal 6 I 
-' 

Cukup Jelas. 

Pas al 7 

Cukup Jelas. 

Pasal · 8 
Cukup Jelas. 
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RAJA BONARAN SITUMEANG 

BUPATITAPANULITENGAH 
ttd 

BUPATEN 

KEPALA BADAN 

SEKRETARIS 
KELOMPOKJABATAN 

I FUNGSIONAL r I l 
SUBBAGIAN SUB BAGlAN SUBBAGIAN UMUM KEUANGAN PROGRAM 

I I 
' BIDANG BIOANG BIDANG 

KELUARGA KESEJAHTERAAN ADVOKASI; 
BERENCANA KELUARGA PENGGERAKAN 

DAN INFORMASI 
I I. I 

. SEKSJ'KETAHANAN SEKSI ADVOKASI - SEKSI PELAYANAN KB DAN KUALIT AS DAN KOMUNIKASI, ....... ,rcaE!r.~BAGAAN ~ JNFORMASI DAN 
KELUARGA EDUKASI 

SEKSI REPRODUKSI 
SEKSI SEKSI PROGRAM - KELUARGA - KEWIRAUSAHAAN DAN '-- PENCATATAN DAN 

EKONOMI KELUARGA PELAPORAN 

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANUU TENGAH 
NOMOR : 7 TAHUN 2012 
TANGGAL : 10 JULI 2012 

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN 
KELUARGA KABUPATEN TAPANUU TENGAH 
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RAJA BONARAN SITUMEANG 

BUPATITAPANULITENGAH 
ttd 

H KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 8 SERIO 

BU PATEN 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIS 

KELOMPOK JABATAN 
I FUNGSIONAL I I I 

SUBBAGIAN SUB BAGIAN SUBBAGIAN 
UMUM KEUANGAN PROGRAM 

.• 
.,. 

I I 
Bl DANG 

BIDANG Bl DANG PENGELOL.AAN 
KEPENOUDUKAN PENCATATAN SIPIL INFORMASI 

ADMINISTRASI 
KEPENDUOUKAN 

I I I 
..... .._ 

SEKSI OPERASIONAL SEKSIPENDAFTARAN 
DAN MUTASI SEKSI PENCATATAN SISTEM INFORMASI 

SIPIL I 
,...__ ADMINISTRASI ........ PENDUDUK ·- ....... - KEPENDUDUl<AN 

SEKSI FASILITASI, 
SEKSIPELAYANAN PENGAWASAN DAN SEKSIPENCATATAN INFORMASI DATA DAN - PENGENDALIAN - AKTA - TEKNOLOGI PENOUDUK. KEPENOUDUKAN 

: 8 TAHUN 2012 
TANGGAL : 10 JULI 2012 

; PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH 
NOMOR 
LAMPI RAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN TAPANULI TENGAH 


